PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 8/PERMEN-KP/2019 TENTANG PENATAUSAHAAN IZIN
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL'DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN REKOMENDASI
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN LUAS
DI BAWAH 100 KM2 (SERATUS KILOMETER PERSEGI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN'PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. “bahwa ‘untuk memberikan kemudahan investasi dan

berusaha, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya
Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah
100 km?2 (Seratus Kilometer Persegi);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin



Mengingat

1.

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya
Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah

100 km?2 (Seratus Kilometer Persegi);

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4739), sebagaimanastelah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahufh 2014 tentang, Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun * 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisira4adan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republikdndonesia Tahun 2014 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5490);

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian ' Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara/Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6215);



Menetapkan

6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 5);

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan, Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 teatang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan' (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20172 Nomor 220), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang
Perubahan \atas», Peraturan) Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang
Organisasi dan \Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR 8/PERMEN-KP/2019 TENTANG
PENATAUSAHAAN IZIN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL
DAN ~ PERAIRAN DI SEKITARNYA DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL  ASING DAN REKOMENDASI
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN LUAS DI
BAWAH 100 KM2 (SERATUS KILOMETER PERSEGI).

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 8 /PERMEN-KP/2019 tentang

Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan



Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas

di Bawah 100 km2 (Seratus Kilometer Persegi) (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 276) diubah sebagai

berikut:
1.

2.
3.

Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 5 dihapus, sehingga Pasal

S berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 5

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di
Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
wajib:
a. memberikan akses publik; dan
b. memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi

pada luasan lahan pulau-pulau kecil dan perairan;
c. Dihapus.
Dalam hal pemanfaatan Pulau-pulau kecil untuk
Penanaman Modal Asing, selain wajib memperhatikan
hal-hal' sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
melakukan:
a.n bekerja sama dengan peserta Indonesia;
b. ‘pengalihan saham secara bertahap kepada peserta

Indonesia; dan
¢. pengalihan teknologi.
Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b kepada peserta Indonesia paling sedikit
20% (dua puluh persen) dan dilaksanakan dalam
jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak

diterbitkannya Izin Usaha.

Ketentuan Pasal 7 dihapus.

Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal

12 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 12
Pelaku Usaha untuk mendapatkan izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mengajukan
permohonan kepada Menteri melalui Lembaga OSS.
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan Izin



(3)

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di
Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing.
Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di
Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara
efektif setelah Pelaku Usaha memenuhi komitmen
kepada Menteri melalui Lembaga OSS berupa:
a. rencana usaha yang paling sedikit memuat:
1) penjelasan rencana usaha dan jenis kegiatan;
2) peta lokasi pemanfaatan tanah dan perairan
disertai luasan dan Koordinat geografis;
3) rencana pemberian akses publik;
4) rencana pengalihan teknologi;
5) rencana keérja sama dengan peserta Indonesia;
6) rencana pengalihans saham secara, bertahap
kepada peserta Indonesia; dan
7) «pertimbangan aspek ekologi, aspek sosial
budayay dan * aspek ekonomi dalam
pelaksanaan usaha.

by Dihapus.

44 Ketentuan ayat (6) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 13

Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan Komitmen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dalam
jangkaywaktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak
diterbitkannya Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil
dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman
Modal Asing.

Menteri menyetujui atau menolak pemenuhan
Komitmen yang telah disampaikan dalam jangka
waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya
pemenuhan Komitmen secara lengkap.

Dalam hal Menteri menyetujui pemenuhan Komitmen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri
menyampaikan pemberitahuan kepada Lembaga OSS.
Dalam hal Menteri memberikan penolakan pemenuhan

Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Izin



Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di
Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing
dinyatakan batal.

(5) Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan atau
penolakan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau
Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka
Penanaman Modal Asing yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS berlaku efektif.

(6) Dihapus.

Ketentuan ayat (5) Pasal 17 diubah dan ayat (6) Pasal 17

dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan
pemenuhan Komitmen dalam jangka waktu paling
lama 10 (sepuluh) <Hari sejak diterbitkannya
Rekomeéndasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan
Luas di bawah,100 km?2:.

(2) Menteri | menyetujui, atau ymenolak pemenuhan
Komitmen " yang telah' disampaikan dalam jangka
waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya
pemenuhan Komitmen.

(3) Dalam hal Menteri menyetujui pemenuhan Komitmen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri
menyampaikan pemberitahuan kepada Lembaga OSS.

(4) » Dalam hal Menteri memberikan penolakan pemenuhan
Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan
Luas di bawah 100 km?2 dinyatakan batal.

(5) Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan atau
penolakan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Rekomendasi Pemanfaatan
Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 km?2
yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif.

(6) Dihapus.

Setelah ayat (3) Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni

ayat (4), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18



(1) Berdasarkan persetujuan pemenuhan Komitmen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3),
Menteri memerintahkan pembayaran Penerimaan
Negara Bukan Pajak kepada Pelaku Usaha melalui
Lembaga OSS.

(2) Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan
Luas di bawah 100 km?2 berlaku efektif setelah
Kementerian menyampaikan notifikasi pembayaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak ke dalam sistem OSS
berdasarkan bukti pembayaran Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang disampaikan oleh Pelaku Usaha
kepada Kementerian.

(3) Pelaku wusaha yang »tidak melakukan kewajiban
pembayaran Penérimaan Negara Bukan Pajak dalam
jangka waktu® 7 (tujuh) Hari sejak pemberitahuan
perintah pembayaran, maka permohonan
Rekomeéndasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan
Luas di Bawah,100 km?2 dinyatakan batal.

(4) Pembayaran Penerimaan < Negara Bukan Pajak
seébagaimana, dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Pelaku' Usaha setelah peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif atas
Penerimaan, Negara Bukan Pajak rekomendasi
pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah

100, km?2 (seratus kilometer persegi) berlaku.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI M
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA K {\DONE TAHUN NOMOR



